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ABSTRAK

Aulia Damayanti. NIM: 2283130095. Analisis Hukum Implementasi Kriteria
Kegentingan yang Memaksa dalam Kewenangan Presiden Menerbitkan
PERPPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal
22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya
dapat dilakukan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun, frasa tersebut
tidak dirumuskan secara eksplisit dalam konstitusi sehingga menimbulkan
perdebatan mengenai batas objektif kewenangan Presiden. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 kemudian merumuskan parameter
konstitusional terkait syarat kegentingan yang memaksa. Meskipun demikian,
praktik penerbitan Perppu pasca putusan tersebut masih memunculkan persoalan
konstitusional. Penelitian ini menganalisis kriteria kegentingan yang memaksa serta
penerapannya dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2020,
dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
138/PUU-VII/2009, peraturan perundang-undangan terkait pembentukan peraturan
perundang-undangan, serta ketiga Perppu yang menjadi objek penelitian. Bahan
hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum yang relevan.
Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-
kualitatif melalui teknik penafsiran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah
menetapkan parameter konstitusional sebagai batas objektif penerbitan Perppu,
penerapannya dalam praktik masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Pada Perppu
Nomor 2 Tahun 2017, alasan kegentingan lebih bertumpu pada kebutuhan
percepatan kebijakan tanpa kondisi yang secara nyata tidak dapat ditempuh melalui
mekanisme legislasi biasa. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada dasarnya memenuhi
unsur kebutuhan mendesak dalam konteks pandemi COVID-19, namun
menimbulkan persoalan pada aspek pembatasan materi muatan dan akuntabilitas
kewenangan darurat. Sementara itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 memunculkan
perdebatan mengenai keberadaan kekosongan hukum dan urgensi absolut setelah
adanya putusan inkonstitusional bersyarat. Secara keseluruhan, kondisi tersebut
menunjukkan kecenderungan perluasan diskresi Presiden yang berpotensi
memengaruhi prinsip pembatasan kekuasaan dan mekanisme checks and balances,
sehingga diperlukan konsistensi penerapan parameter konstitusional guna menjaga
supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Kegentingan
yang Memaksa, Kewenangan Presiden, Mahkamah Konstitusi; Hukum Tata
Negara.



ABSTRACT

Aulia Damayanti. Student ID: 2283130095. Legal Analysis of the
Implementation of the “Compelling Urgency” Criterion in the President’s
Authority to Issue Government Regulations in Lieu of Law (Perppu) Following
Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009

The issuance of Government Regulations in Lieu of Law (Perppu) constitutes a
constitutional authority of the President under Article 22 of the 1945 Constitution
of the Republic of Indonesia, which may only be exercised in situations of
compelling urgency. However, the Constitution does not explicitly define this
phrase, leading to debates regarding the objective limits of presidential discretion.
Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009 subsequently
formulated constitutional parameters to interpret the requirement of “compelling
urgency.” Despite this judicial clarification, the post-decision practice of issuing
Perppu continues to raise constitutional concerns. This study examines the
constitutional criteria of compelling urgency and evaluates their implementation in
Perppu Number 2 of 2017, Perppu Number 1 of 2020, and Perppu Number 2 of
2022.

This research employs normative juridical methods using statutory, case, and
conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution,
Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, legislation governing
the formation of laws and regulations, and the three Perppu under examination.
Secondary materials consist of scholarly books, academic journals, and relevant
legal writings. Data were collected through library research and analyzed
qualitatively using legal interpretation techniques.

The findings indicate that although the Constitutional Court established
constitutional parameters to objectively limit the issuance of Perppu, their
application in practice remains inconsistent. Perppu Number 2 of 2017 primarily
relied on policy acceleration grounds without demonstrating the absence of
ordinary legislative alternatives. Perppu Number 1 of 2020 generally satisfied the
element of urgent necessity in the context of the COVID-19 pandemic, yet raised
concerns regarding the scope of regulatory content and accountability
mechanisms. Meanwhile, Perppu Number 2 of 2022 generated more complex
constitutional debate concerning the existence of a genuine legal vacuum and the
presence of absolute urgency following a conditionally unconstitutional ruling.
Overall, these practices reveal a tendency toward an expanded interpretation of
presidential discretion, potentially affecting constitutional limitations on executive
power and the functioning of checks and balances. Strengthening consistent
application of constitutional parameters is therefore essential to uphold
constitutional supremacy and the rule of law.

Keywords: Compelling Urgency,; Presidential Authority; Constitutional Court;
Constitutional Law.
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MOTTO

O 33 1 333 Jla Jag b
“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan
melihat (balasan)nya” (QS. Al-Zalzalah: 7)

“Usiamu hanya satu tarikan nafas, berjuanglah agar ia berguna untukmu,
tidak merugikanmu”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Ii‘:;‘:)f Nama Huruf Latin Nama
i Alif dﬂarziikgkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
3 Ta T Te
< Sa § es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
c Ha h ha (debr;gvjz ht)itik di
d Kha Kh ka dan ha
3 Dal d De
5 Zal z Zet (dengan titik di atas)
p) Ra r er
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B) Zai z zet
o Sin ] es
& Syin sy es dan ye
es (dengan titik di
- s N ( bagwah)
de (dengan titik di
” Pad ¢ ( bagwah)
b Ta ¢ te (dengan titik di
bawah)
b Za , zet (dengan titik di
bawah)
‘ain ) koma terbalik (di atas)
Gain g ge
< Fa f ef
¢ Qaf q ki
J Kaf k ka
J Lam 1 el
2 Mim m em
o Nun n en
Wau w we
A Ha h ha
s Hamzah ‘ apostrof
f Ya y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:



XVvi

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
- Kasrah 1 i
- Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
s Fathah dan ya ai adanu
L Fathah dan wau au adanu
Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
1 & kataba
2 | ge fa'ala
3 Jew suila
4 | kaifa
5 | J% haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf
Huruf Arab Nama ur. Nama
Latin
S Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
S Kasrah dan ya 1 1 dan garis di atas
Ly Dammah dan wau a u dan garis di atas




Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
1| J6 gala
2 | & rama
3 o3 qila
4 15 3 yaqilu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta’ marbutah hidup

Xvil

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
1 Jw’ﬂ‘ L5 Raudat al-Atfal
2 ’333;;}‘ 1..,.\.«.!\ Al-Madinah Al-
Munawwarah
3 | b Talhah
4 u\; Karamah
5 | Lo Fatimah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan
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dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddabh itu.
Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin

1 Wy mudarris
2| s mufassir
30| ke Muhammad
4 |1 musallam
5 M\ asy-Syams

C. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti

oleh huruf

syamsiyah
diganti dengan

oleh  huruf qamariyah

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan

dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanpa sempang.

Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
1 HES ar-rajulu
2 }VM‘ al-qalamu
3] M al-jalalu
4 :_a)j\ ar-Rahman
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5 EOACA | asy-Syams

6. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
IO e ta khuzu
2 | s syai’un
30153 an-nau’u
4 ‘_;\ inna

D. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.
Contoh:
No. | Tulisan Arab Ditulis Secara Latin
1 m;)\)j\ g }’@ W ‘_,\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
P AR | o Bismillahi majreha wa mursaha

E. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama
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diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
No. | Tulisan Arab Ditulis Secara Latin
1 ‘,“,‘JL,J\ u) 4» o Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin /
Alhamdu lillahi rabbil "alamin
2 (""J“ Gf?.)‘ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-
rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
No. | Tulisan Arab Ditulis Secara Latin
1 ) 3 Allaahu gafitrun rahim
2 | wa 353}’21\ P Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru
jami an
F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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